
WALI KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN BESARAN TARIF PELAYANAN PARKIR

DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya status pengelolaan

keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara

penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok

berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor :

903/454/Kpts/Bapp/Huk/2011, Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Depok dapat memungut biaya kepada

masyarakat sebagai imbalan atas layanan jasa yang

diberikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2012 menyatakan BLU dapat memungut biaya

kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa

layanan yang diberikan dalam bentuk tarif yang disusun

atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil

per investasi dana yang disampaikan kepada Wali Kota

untuk ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Umum dan

Besaran Tarif Pelayanan Parkir di Lingkungan Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Depok;

SALINAN
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016

Nomor 10);

11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2011

tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;

12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2013

tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN

BESARAN TARIF PELAYANAN PARKIR DI LINGKUNGAN

RSUD KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
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3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut

Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Depok.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, yang selanjutnya

disebut RSUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan

pemerintah Kota Depok yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh

peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.

8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang

tidak bersifat sementara.

BAB II

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN PARKIR

Pasal 2

(1) Pelayanan penggunaan tempat parkir di Lingkungan Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Depok dipungut tarif pelayanan

parkir.

(2) Tarif pelayanan parkir disusun atas dasar perhitungan biaya

satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana yang

dikeluarkan RSUD dalam memberikan pelayanan parkir.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal

hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup

seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat

berupa besaran tarif sesuai jenis jenis kendaraan dan lama

waktu parkir.

Pasal 3

Tempat parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lahan

tertentu yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Depok untuk dipergunakan sebagai tempat parkir sepeda motor

dan mobil.
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Pasal 4

(1) Pegelolaan Parkir di RSUD Kota Depok dilaksanakan sendiri

oleh RSUD Kota Depok atau dikerjasamakan dengan Pihak

Ketiga dengan besaran tarif yang disepakati oleh kedua belah

pihak.

(2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan.

BAB III

SUBYEK TARIF

Pasal 5

Subyek tarif pelayanan parkir adalah orang pribadi atau badan

yang memanfaatkan tempat parkir di Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Depok.

BAB IV

CARA MENGUKUR BESARAN TARIF

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa pelayanan parkir pada Rumah Sakit

Umum Daerah Kota Depok diukur berdasarkan jenis kendaraan

dan waktu penggunaan.

Pasal 7

Besaran Tarif Pelayanan Parkir di RSUD Kota Depok ditetapkan:

No
Jenis

Kendaraan

Tarif

Untuk Satu

Kali Parkir

s/d 2 jam

pertama

Untuk setiap

1 jam

berikutnya

Maksimal

(>5 jam)

1. Bus, truk dan

sejenisnya

Rp. 4.000 Rp. 2.000 Rp. 20.000

2. Sedan, Mini

Bus, Pick Up

dan sejenisnya

Rp. 2.000 Rp. 1.000 Rp. 10.000

3. Sepeda Motor Rp. 1.000 Rp. 500 Rp. 5.000
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Direktur RSUD Kota Depok dapat menetapkan petunjuk

pelaksanaan pelayanan parkir di lingkungan Rumah Sakit

Umum Daerah Kota Depok.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok

pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 20

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 3 April 2017

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS


